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ABSTRAK

Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa lzin (PETI) dilthat dari aspek yuridis
adalah sah keberadaanya. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral
dan Batu bara hanya melarang kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI).
Tetapi bagaimanapun di Kabupaten Kuantan:Singingi, khususnya di Kecamatan
Cerenti banyak terdapat kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI). Keadaan
inilah dalam kenyataannya banyak terjadi, kegiatan pertambangan yang tidak
memiliki ‘1zin seperti sudah menjadi pekerjaan tetap, sehingga kegiatan
pertambangan yang dilakukan secara bebas dan seluas-luasnya tanpa
memperhatikan kesehatan akan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan,
kehilangan mata pencaharian, dan ancaman habisnya kekayaan alam yang tidak
terbarukan ni. Bayangkan saja jika pengerukan dan pengambilan secara terus
menerus dilakukan akan semakin merusak kesehatan penduduk setempat.

Berangkat dari permasalahan yang ada, permasalahan yang diangkat dalam
penulisan ini adalah mengenai bagaimana upaya penegakan hukum terhadap
pelaku pertambangan emas .tanpa. izin (PETI). dikecamatan cerenti, dan apa
kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin
(PET]I) dikecamatan cerenti.

Dilihat “dari jenisnya . penelitian ini_digolongkan ~kedalam penelitian
observational research, dengan-Caransurvei, rartinya melihat gejala-gejala atau
fenomena yang terjadi dilapangan, yakni bagaimana upaya dalam penegkan
hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin di wilayah hukum polsek
keamatan cerenti. Penelitian deskriptif artinya suatu penelitian yang dilakukan
dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara
objektif, dimana memberikan data yang seteliti-mungkin tentang penegakan
hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin, dan kendala dalam
penegakan hukum terhadap pelaku® pertambangan emas tanpa izin (PETI)
dikecamatan cerenti.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui, bahwa kendala
dalam penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin, dan
upaya dalam penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin
dikecamatan cerenti, didasarkan pada : faktor personil, faktor sarana dan
prasarana, faktor masyarakat, faktor kebudayaan, faktor ekonomi. Sedangkan
upaya dalam penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin
dilakukan dengan cara sebagai berikut : mengadakan razia, penangkapan,
pembakaran, sosialisasi, dan upaya non penal, preventif (pencegahan) dan refresif
(penindakan), upaya non penal dengan diadakannya penyuluhan, sosialisasi,
sedangkan dengan cara refresif yakni dengan melakukan penegakan hukum
terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin.

Xi



ABSTRAC

Gold mining activities without permission seen from the juridical aspect are
legitimate. Law number 4 of 2009 concerning minerals and coal only prohibits
gold mining ctivities without permits, however, in kuantan singing district
especially in_cerenti sub-district, there are many gold mining activities without
permission. This situation in facts happensa lot; mining activities that do not have
such permits have become permanent jobs, so that' mining activities carried out as
broad as possible without regard to healt will cause environmental damage, loss of
livelihood, and the endless threat of this non-renewable natural wealth. Just
imagine if dredging and retrieval is continuously carried out will further damage
the health of the local populations.

Departing from the existing problems, the problems raised in this paper are
about how law enforcement efforts against perpetrators of gold mining, without
permits in cerenti sub-district, and what are the obstacles in law enforcements
against gold mining players without permits, in cerenti sub district.

Seen from the type of this research in classified .into observational
research, by survey, it means seeing.the symptoms or phenomena that occur in the
field, namely how efforts in law enforcements against, unlicensed gold mining
actor in the polsek cerenti district. Descriptive research mean that a study is a
carried out with the main ebjective of providing, an objective descriptions of a
situations, which provides as-detailed |data'as-possible about law enforcement
against unlicensed gold mining, and constrains in law_enforcement against
unlicensed gold mining players in cerenti sub-district.

From the results of research that has been done, it can be seen that the
constraints in law enfarcement against gold mining players without permission,
and efforts in law enforcement against gold mining players without permits in the
cerenti sub-district are ‘based on :personnel factors, facilities and infrastructure,
community factors, cultural faetors, ‘economics factors. While efforts in law
enforcement against unlicensed gold mining operators are carried out in the
following ways : conducting raids, arrests, burning, dissemination, and non
reasoning efforts, preventive and refresif measures, in non-reasoning efforts by
conducting counselling, socializations, while by way of refresher, namely by
enforcing the law against gold mining players without permission

Xii
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PENDAHULUAN

didalam pasal
Negara berisi
engelolaan atau

umum  seperti

batu bara, jikalau sudah ada aturan tentu ada kaidah-kaidah yang harus
ditaati dalam pengelolaan kekayaan alam tersebut, dewasa ini beragam
kegiatan banyak terjadi dalam mengambil kekayaan alam diantaranya
maraknya kegiatan pertambangan emas tanpa izin yang menyebar
diseluruh wilayah kesatuan republik Indonesia baik itu kegiatan berzin

maupun tidak berizin (Salim H. , 2010, p. 1).
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Menurut pasal 1 angka 1 Undang- Undang No. 4 tahun 2009 yaitu:

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam

rangka peneltian, pengelolaaan, dan pengusahaan mineral atau batubara

atau perundang-

sekali diindonesia

memiliki

tanah rib ekta asi  tersebut juga melakukan
pengerukan terhadap kekayaan alam, dalam hal ini minyak dan gas
misalnya, kekayaan alam ini yang banyak dikelola oleh perusahaan baik
yang memiliki izin atau pun tidak. Tentu Negara akan mengalami kerugian
yang besar apabila pengelolaan ini tidak memberikan sumbangsih kepada
Negara (Huda, kejahatan migas dan kerugian perekonomian indonesia.,

2014).
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Tujuan ditinjau dan dirumuskan nya kembali Undang-Undang No.
4 Tahun 2009 tidak lain karena Undang-Undang No. 11 tahun 1967

dipandang tidak lagi memberikan sumbangan pembangunan

0. 11 tahun 1967

Sia, lingkungan

elektual serta

haruslah serius, karena apabila pemerintah sebagai badan yang mengawasi
kekayaan alam ini tidak serius maka akan menimbulkan permasalahan
pada kemanusiaan yaitu masalah lingkungan dan perekonomian rakyat
yang akan terancam akibat dari pengelolaan yang tidak efektif (Sutedi,

2011, p. 103).
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Peninjauan kembali Undang-Undang mineral dan batu bara

(minerba) yaitu Undang-Undang No.4 Tahun 2009 yang tidak lagi

dipandang dapat mengikuti perkembangan hukum pertambangan dianggap

peruntukkanya

k masyarakat 5

Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Mineal dan Batubara, Yang
meliputi:

1. Eksistensi sumber daya mineral dan batubara.

2. Penguasaan Negara.,dan

3. Tujuan penguasaaan Negara.
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Kekayaan alam yang begitu besar ini tidak begitu saja ada apalagi
dianggap karena peran manusia. Perlu diketahui bahwa kekayaan alam

yang besar ini adalah wujud dari kasih dari Allah Swt. Manusia sebagai

ap " telah mereka

(Salim, 2013,

ki
&
o
v
ME

Aaea

memperhatikan  kerusakan lingkungan. Karena lingkungan sangat
berpengaruh terhadap terciptanya kehidupan yang sehat dan aman
(Wahyuni, 2016, p. 54).

Lingkungan yang sehat dan bersih akan memberikan kehidupan

masyarakat yang sehat.untuk itu perlu penegakan hukum terhadap

perusakan lingkungan yang efektif, Undang-Undang perlindungan dan
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pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana telah diuraikan tidak hanya

mengatur tentang perbuatan pidana pencemaran atau perusakan,akan tetapi

juga mengatur pelepasan, pembuangan zat energi, dan komponen lainyang

gkungan yang
bangan serta
an masyarakat
Jah keruh tidak
enderitaan para

tercemar akan

dalam penelitian inisebagai berikut :

. Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa lzin di

kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi ?
Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pertambangan

Emas Tanpa lzin di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi ?
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat Penelitian ini adalah :

U

o
o
&
o
d
k

'=

melakukan penelitian lebih lanju

4. Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum seperti dalam
menetapkan kebijakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan
pemerintah terkait serta pihak lainya guna menyempurnakan dalam

penanganan kasus pertambangan emas tanpa izin
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5. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan penulis kepada civitas akademika
Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

ya hukum dan

g dari elemen-

perlu “budaya hukum dan pengetahuan/pendidikan hukum”agar
masyarakat dapat membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak
(Arief, 2010, p. 5).

Dalam penegakan hukum ada “hukum” yang harus ditegakkan dan
ada “manusia” sebagai penegak hukum tersebut, untuk itu manusia sebagai

penegak hukum sebagai tolak ukur terciptanya dan tegaknya hukum itu



harus memiliki pengetahuan hukum yang baik. Selain keinginan tegaknya
hukum perlu juga diperhatikan kualitas penegak hukumnya. Maka dari itu

masalah penegakan hukum, baik secara “in abstracto” maupun secara “in

concreto” alah akhir ini mendapat

‘ ‘ h \&“‘ .&s ) sebagai

NET} WeJS] Se}ISIoAIUN) HEBHBZISIICIJE)(I
NI disay yejepe i uawnyo(g
&
5]
z
3

Kualitas penegakkan hukum yang dituntut masyarakat saat ini
bukan sekedar kualitas formal, tetapi terutama kualitas penegakan hukum
secara materil/substansial seperti terungkap dalam beberapa isu

sentralyang dituntut masyarakat antara lain:
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1. Adanya perlindungan hak asasi manusia (HAM);

2. Tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kepercayaan antar

sesama,

harus mencakup keseluruh faktor/kondisi/kausa yang memengaruhinya.
Dari sekian banyak faktor itu, wajar apabila lembaga pendidikan lebih
menekankan perhatian pada masalah kualitas sumber daya manusia (SDM)
yang menjadi sumber utama dari penegakkan hukum. Kualitas sumber

daya manusia inilah yang menjadi sorotan masyarakat dan di era

reformasi ini (Arief, 2010, p. 25).
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Kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman sebagai aparat penegak

hukum hendaknya profesional dalam penegakan hukum, kejadian yang

sering muncul adalah ketiga lembaga penegak hukum ini bekerja bukan

seberapa banyaknya orang dimasukkan dalam penjara, tapi penegakan
hukum juga bicara perihal, pembangunan nasional, pelaku kejahatan, dan
penegakan hukum juga memiliki kepentingan sebagai perlindungan bagi
korban kejahatan, pentingnya perlindungan korban juga merupakan
implementasi dari ide keseimbangan antara kepentingan pelaku dengan

korban. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki peran yang
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besar dalam penegakan hukum, karena kepolisian sebagai pihak pertama
yang menerima pelaku kejahatan sebelum sampai pada kejaksaan dan

kehakiman.

dibumi dimana ada manusia disitu sudah pasti ada kejahatan. Hukum

sudah sangat bagus dan terstruktur dalam proses penegakan hukum
dibuktikannya dengan adanya sistem peradilan pidana diindonesia
merupakan penjabaran ide dan cita hukum ke dalam bentuk yang konkret.

kepolisian, advokat, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan
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yang dibentuk oleh Negara sebagai penyelenggara penegakan hukum
(Sudarto, 2010, p. 164).

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses

eori ini disebut juga teori
proporsionalitas.. Menurut teori absolute setiap kejahatan harus dibalas
dengan hukuman, tanpa memperhatikan akibat yang mungkin timbul dari
dijatuhkannnya hukuman tersebut Pada hakikatnya setiap pidana

merupakan pembalasan.
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Namun, yang menjadi pertanyaan adalah apakah/kapankah kita
boleh melakukan pembalasan dan apa gunanya. Semua pidana didasarkan

pada pandangan bahwa kejahatan harus dibalas atau berdasarkan anggapan

gjahatan (pencegahan

), -
1 a. ari tindakan

N

D

tu agar hilang

pelaku pidana

AEaARNE

£HL)

elaku kejahatan

atau

@
a
@
S
)
S
Q
3
@
=.
>
—
c
=
=
)
5

disertasinya, mempunyai tiga fungsi, yaitu menegakkan wibawa
pemerintah, menegakkan norma, dan membentuk norma. Kedua, prevensi
atau pencegahan khusus. Terpidana belajar menahan diri supaya tidak
melakukan tindak pidana lagi. Jadi pidana bersifat mendidik dan
memperbaiki. Ketiga, fungsi perlindungan. Pidana pencabutan

kemerdekaan terpidana selama beberapa waktu sangat mungkin
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menghindarkan masyarakat dari kejahatan yang mungkin dilakukan jika
terpidana bebas (Arba'i, 2012, p. 104).

c. Teori gabungan

dimungkinkan dengan hukuman berat, penjatuhannya lebih cenderung

menggunakan teori pembalasan, agar selain pelakunya menjadi kapok dan
berakibat warga masyarakat yang lain urung melakukan niatnya setelah

mengetahui adanya hukuman tersebut (Supramono, 2012, p. 248).
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Penegakan hukum tidak dapat berdiri sendiri dalam pelaksanaanya
untuk itu agar penegakan hukum dapat terwujud diperlukan faktor-faktor

yang mempengaruhinya, Berikut Beberapa faktor-faktor yang

~»
4
gL
“

#5-
»
%
i

v

L%
“an
< -

. Kedudukan Undang-Undang lebih tinggi, mempunyai kekuatan dalam

digunakan dalam penegakan hukum..

3. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang

yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, Undang-
Undang yang terpisah dari KUHP adalah kumpulan undang-undang

yang kejahatan nya digolongkan dalam kejahatan khusus
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4. Selain Undang-Undang memiliki kedudukan yang tinggi juga

keputusan yang berdasarkan undang-undang tersebut tidak dapat

diganggu gugat.

akim tapi bicara

sudah bicara

sosiologis,

(“status”) da Q a

mempengaruhi peneg

empunyai kedudukan
faktor-faktor  yang

3. Faktor Sarana atau Fas

Penegakan hukum adalah kerja secara gotong royong, karena kalau
sudah gotong royong ada kekuatan besar dalam menentukan
keberhasilannya. Maksudnya adalah selain ada penggerak juga harus ada
yang digerakkan dalam hal ini adalah sarana dan prasarana dalam

menunjang terlaksananya penegakkan hukum, sangat mustahil penegakan
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hukum jika sarana dan prasarana tidak mencukupi. Sarana dan prasarana

merupakan penunjang dalam penegakan hukum.

4.

1.

2.

Faktor Masyarakat

Si nya juga

dan hukum

kenyataan,
Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku
yang pantas diharapkan,

Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif yang
tertulis),

Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat,
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6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa,

7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan,

8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik,

elah mengikis
akhluk yang
at terelakan

pingan karena

terus berubah

terkikis dari kehidupan manusia, semuanya sudah ditabrak tanpa dapat
membedakan mana yang baik dan buruk, sama halnya masyarakat dan
hukum sangat mempengaruhi lingkungan sekitar, jika lingkungan sekitar
berkumpul orang-orang jahat akan sendirinya lingkungan itu akan menjadi
jahat, karena pengaruh terbesar dalam berkembangnya kejatahatan adalah

lingkungna sekitar, jika baik lingkungan sekitarnya maka akan baiklah
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orang-orag disekitar tersebut (Soekanto, pokok-pokok sosiologi hukum,
2012, p. 19).

sebagaimana hal manusia hidup mempunyai tujuan, hukum pidana

sebagaimana abadi masyarakat. Karena itu, kejahatan selalu mengalami
perubahan dan pergeseran. Perubahan dan pergeseran kejahatan itu
dipengaruhi oleh politik, ekonomi, agama, teknologi, air, makanan, budaya

dan ideologi.
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Agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik maka untuk
mengatasi kejahatan tersebut maka hukum pidana sebagai salah satu tata

tertib mengambil bagian untuk mengataasi kejahatan. Caranya yaitu

\ S \oh s 5

da
o
.
A7

'
Y
(

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Pelaku adalah
orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang
yang dengan suatu kesenjangan atau suatu tidak senjangan seperti yang
diisyaratkan oleh Undang-Undang, baik itu unsur-unsur subjektif maupun

unsur-unsur objektif
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Menurut Undang-Undang No.4 Tahun 2009. Pertambangan adalah
sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian

pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi

konstruksi,

n penjualan

disebut pula dengan rantau kuantan atau sebagai daerah perantauan orang
— orang minangkabau (rantau nan tigo jurai) kabupaten ini berada
dibagian barat daya provinsi riau dan merupakan pemekaran dari
kabupaten Indragiri Hulu (Kommaruzaman, 2018). Studi penelitian yang

penulis lakukan adalah pertambangan emas tanpa izin (PETI) diwilayah
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hukum polsek kecamatan cerenti kabupaten kuantan singingi pada tahun
2017,

F. Metode Penelitian

1.
golong dalam
cara survey,
eng menggunakan
nelitian dimana
njelasan tentang
2.

kabupaten kuantan singingi yang beralamatkan dikecamatan cerenti
kabupaten kuantan singing.

3. Populasi dan Responden

Penulis menjadikan populasi dan responden nya adalah kepala

kepolisian dan jajaran kepolisian sector kecamatan cerenti dan para pekerja

tambang emas, mengingat karena banyak nya pekerja tambang emas
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penulis hanya mengambil beberapa orang saja, dan penulis menggunakan

metode purposive sampling adalah tehnik penentuan dengan pertimbangan

tertentu. Pemilihan sekelompok subyek dan purposive sampling didasarkan

Data yang dipergunakan dalam penenlitian ini adalah data primer dan data
sekunder.
a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara lansung dari sumber
data dilapangan dengan mengadakan interviewatau wawancara secara

lansung dengan responden dilokasi penelitian
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b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang memberi penjelasan mengenai

bahan hukum primer, seperti misalnya, peraturan perundang-undangan,

dalam uraian kalimat. Selanjutnya data disajikan dengan membandingkan
ataupun menghubungkan dengan ketentuan Undang-Undang dan pendapat
para ahli serta teori-teori yang mendukung dan hasil perbandingan
kemudian akan terllihat adanya perbedaaan dan persesuaian antara hasil

penelitian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian penulis

25



nery wejsy sejisIdAm) ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(

simpulkan dengan cara induktif yaitu menyimpulkan data dari hal-hal yang
bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

elitian ini dilakukan

aka diperlukan

penelitian ini
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BAB 1. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

B. Perumusan Masalah

BAB 1V. PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran

C. DAFTAR PUSTAKA/BIBLIOGRAFI
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

ara yang meliputi
penambangan,

serta kegiatan

terhadap pelaku pertambangan emas masih belum terwujud, baik itu pelaku
perorangan, kelompok, dan bahkan korporasi. Sebenarnya Indonesia dapat
menjadi Negara yang maju dan besar dengan kekayaan alam yang
berlimpah ruah ini, karena Indonesia mempunyai kekayaan yang mampu

memberikan sumbangsih bagi rakyat dan Negara (Febrianto, 2018).
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Ada dua hal yang diatur didalam Undang-Undang No. 4 Tahun
2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu, tambang mineral

dan batu bara. Apabila dikaji ketentuan atau pasal dalam Undang-Undang

2009 Tentang

batubara” karena

sebagai penikmat harus lah dapat menjaga kekayaan alam yang tak

terbarukan ini. Dengan adanya kekayaan alam yang berlimpah ruah ini

akan mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan”
Sebenarnya keberadaan kekayaan alam ini boleh dikelolah oleh

masyarakat dengan catatan bahwa sudah adanya izin yang diperoleh oleh

individu/kelompok, dalam hal ini pemerintah daerah sebagai pejabat
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tertinggi tingkat daerah dalam pemberian izin kepada pemegang izin
pertambangan rakyat (IPR), izin usaha pertambangan (IUP) atau izin usaha

pertambangan khusus (IUPK). Pemerintah dalam pemberian izin tentu tidak

satu jenis

pemerintah republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan
kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang No 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Pertambangan Pasal 2 ayat (3).
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Dalam defenisi ini izin pertambangan rakyat (IPR), diartikan sebagai

kuasa, dalam catatan sudah memiliki izin dan sudah melengkapi segala

Syarat-syarat pengoperasian yang mana izin itu diajukan kepada

H. , hukum pertambangan mineral dan batubara, 2012, p. 100).
2. lzin Usaha Pertambangan (IUP)

Pada dasarnya, kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh orang,
oleh masyarakat atau badan hukum atau badan usaha, dapat

diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu :
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1. lllegal mining, dan
2. Legal mining.

Illegal mining, masuk pada pembahasan bahwa yang dikatakan

Qﬁ.

kemudahan dalam ke

hukum dalam pemberian izin usaha pertambangan serta pejabat yang
berwenang yang dapat menerbitkn IUP (izin usaha pertambangan) telah
ditentukan dalam pasal 37 undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Salim H. , hukum pertambangan

mineral dan batubara, 2012, p. 116)
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Ada tiga pejabat yang berwenang menerbitkan IUP eksplorasi, ketiga

pejabat itu meliputi :

1. Bupati/walikota;

A pejabat itu,
yang akan

ngan mineral dan

yatubara (PKP2B), izin

(IPR), dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Izin usaha pertambangan khusus (IUPK) berasal dari terjemahan
bahasa inggris, yaitu special mining permit atau special mining license,
sedangkan dalam istilah belanda disebut dengan istilah speciale
mijnbouwlicentie atau speciale mijnbouwlicentie. Dalam bahasa jerman

disebut dengan istilah besondere bergbau.lzin usaha pertambangan khusus
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(IUPK) merupakan : “izin untuk melaksanakan usaha pertambangan

diwilayah izin usaha pertambangan khusus” (Salim H. , hukum

pertambangan mineral dan batubara, 2012, p. 118).

Izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dapat digolongkan menurut
objek dan jenis usaha yang akan dilakukan oleh pemohon. Izin usaha
pertambangan khusus (IUPK), berdasarkan objeknya dapat digolongkan
menjadi dua macam, yaitu:

1. l1zin usaha pertambangan khusus (IUPK), mineral logam; dan

2. lzin usaha pertambangan khusus (IUPK), batubara
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Menteri dalam hal ini yang memberikan izin tidak memberikan
sembarangan izin , harus ada kaidah-kaidah yang dihormati sehingga tidak

terjadi nantinya baik buruk dari kegiatan tersebut karena dapat merusak

maka itu perlu

mberdayaan

dari Kegiatan
erintah  sebagai
bang sebelum
apalagi kegiata

idak berizin ini

Berikut dampak yang akan timbul dari kegiatan pertambangan emas tanpa
izin ini yaitu :
1. Kerusakan pada lingkungan

Korporasi dan kerusakan lingkungan adalah dua kata yang selalu
dikaitkan apabila berbicara kerusakan lingkungan, karena kerusakan

lingkungan banyak terjadi dilakukan oleh perusahaan/korporasi yang tidak
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bertanggung jawab. Korporasi biasanya dikendalikan oleh pengusaha-
pengusaha yang memiliki finansial lebih dan memiliki koneksi yang bagus,
itulah yang menyebabkan korporasi sering lepas dari jeratan hukum.
Persoalan _korporasi layak. dikatakan.melakukan perbuatan pidana jelas
karena kejahatan terhadap lingkungan adalah kejahatan yang akan merusak
hidup banyak orang bahkan gkan mengalami kematian kepada setiap yang
bernyawa, sesuai dengan undang-undang lingkungan hidup penegakan
hukum harus tetap dilakukan kepada siapapun yang meruak lingkungan
(sukandarrumidi, 2009, p. 78).

Kejahatan terhadap lingkungan pada masa ini tidak hanya dilakukan
oleh individu, kelompok, kejahatan terhadap lingkungan dalam skala besar
dilakukan oleh badan hukum swasta, swasta transnasional, dan juga
korporasi yang mem#liki izin dan tidak, berizin.Banyak nya perusahaan
yang berdiri disuatu wilayah yang mana pengelolaanya tidak bagus, dengan
cara membuang limbah hasil dari produksi ke laut sehingga pencemaran
terhadap air laut, dan rusaknya lingkungan dapat menyebabkan kerusakan
pada sendi-sendi kehidupan ‘yang..akan menyebabkan terganggunya
kesehatan dan rusaknya perekonomian (Zul Akrial & Heni Susanti, 2017).

Selain kehidupan yang cukup akan bahan sandang, papan, dan
pangan manusia juga memerlukan lingkungan yang bersih, sehat dan
nyaman dari penyakit, namun dengan adanya kegiatan tambang yang tidak
terkontrol  menimbulkan masalah tersendiri, selain itu juga memicu

sengketa antara masyarakat setempat dengan masyarakat yang diam
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disekitarnya sengketa antar masyarakat ini maksudnya adanya masyarakat

yang pro dan kontra dalam kegiatan pertambangan emas ini, beranjak dari

kegiatan yang tidak sietujui ini akan timbul perselisihan antar masyarakat

tidak memiliki izin ini merupakan perbuataan tindak pidana, dan merusak
lingkungan, menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikatakan didalam pasal
98 ayat 1 (satu) yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja
melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara

ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan
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hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000

,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 ( sepuluh

-
-
n ¢

ARG

masyarakat kehilangan mata pencaharian dan sumber penghidupan
(sukandarrumidi, 2009, p. 69).
3. Rusaknya moral masyarakat

Kehidupan yang aman dan tentram adalah dambaan bagi setiap
manusia, karena manusia pada hakikatnya saling membutuhkan, saling

berbaur hidup berdampingan dengan masyarakat sekitar, namun yang
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namanya kehidupan tidak akan selamanya dapat berjalan dengan baik, tentu
dalam masyarakat ada kehidupan mereka yang terpenuhi dan ada yang

tidakberkecukupan, masalah ini lah yang timbul sehingga ada dari

c ‘ i, penambang emas
ARAN '@%

hal ini pekerja tambang tidak lagi mementingkan kesehatan, sehingga
mereka dengan tanpa sadar sudah merusak hidup banyak orang.Mulai dari
rusaknya hidup anak-anak samapai orang dewasa, dan khususnya para
pekerja tambang yang akan mengalami ketulian (sukandarrumidi, 2009, p.

55)
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B.Penegakan Hukum

Dalam Pasal 1 ayat tiga (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

menyebutkan ‘“Negara Indonesia adalah Negara hukum” dapat diartikan

kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, sebagai menjalankan hukum
melihat acuan dari perundang-undangan berdasarkan undang-undang dan
pasal yang dilanggar. budaya hukum sangat erat kaitannya dengan
masyarakat karena budaya hukum itu lahir dari prilaku masyarakat, jika

baik masyarakatnya baiklah hukum disekitarnya (Hatta, 2009, p. 2).
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Apabila hukum dijalankan dengan benar dan jujur maka akan

terciptalah tujuan hukum itu sendiri, masyarakat sebagai penilai akan selalu

senantiasa menaati hukum karena hukum sudah ditegakkan dengan benar,

masyarakat disitu ada hukum dan ada kejahatan, dan akan ada sanksi dari
apa yang telah diperbuat, jika perbuatan tersebut melanggar aturan maka
sudah pastilah akan diproses secara hukum, begitulah sejatinya Negara
hukum itu. maka dari itu perlu dipaparkan pengertian-pengertian dari
faktor-faktor penegakan hukum itu sendiri, untuk itu berikut pengertian

dari:
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1. Kejahatan

Kemiskinan, pendidikan, ekonomi, adalah hal-hal yang

menyebabkan orang berbuat jahat, kemiskinan sudah pasti penyebabnya

a manusia nya
ini pemerintah

am tercapainya

peradilan pidana.
3. Pemidanaan
Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana/sentencing sebagai upaya
yang sah vyang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa
penderitaan pada seseorang melalui proses peradilan pidana terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana .
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4. Tindak pidana
Syarat pertama, beberapa dengan pengertian tindak pidana

menggabunggkan perbuatan dan kesalahan. Penjatuhan pidana adalah

i ad ‘ . bagian tindak pidana
»N
N pi ’
‘g atur tentang
el

umum yang berkaitan dengan unsur-unsur pemidanaan (moeljatno, 2015, p.

25).
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Menurut simons, dalam buku (Atmasasmita, 2017, p. 143) Adapun unsur-
unsur seseorang dapat dikenakan sanksi pidana yaitu, meliputi :

1. Perbuatan manusia ( positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau

jawaban pidana )

3. Asas ini merupakan justifikasi penjatuhan hukuman

4. Asas ini tidak selalu menghasilkan kepastian hukum, akan tetapi yang

terjadi adalah kepastian hukum didalam ketidak pastian hukum (legal

certainty in alegal uncertainty).
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Persoalan asas tiada pidana tanpa kesalahan; memiliki sumber
sejarah mengenai hubungan Negara dan warganya adalah apakah Negara

berhak menghukum dan sejauh manakah Negara dapat menjatuhkan

besar adalah
lain dan tidak
yang Kkurang,
m, kemiskinan,
aan, itulah yang
enambang emas,

sehari, dari hal

melapor bahwa diebuah daerah itu telah terjadi kejahatan atau pelanggaran
hukum, karena apabila melapor akan kehilangan nyawa pelapor dan
keluarga, maka dari itu banyak kegiatan yang melanggar hukum yang tidak
terlaporkan pada pihak yang berwajib untuk fitindak lanjuti, karena
terancamnya keselamatan pelapor dalam hal ini saksi, lembaga

perlindungan saksi dan hukum (LPSK) hanya meneropong dala kasus yang
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besar tidak pada kasus yang kecil, jika terjadi pembunuhan kepada
pelapor/saksi didaerah terpencil yang tidak terekspos oleh media, lembaga

tersebut sering tidak tahu, maka dari itu perlu terobosan yang lebih intensif

<
?
:ﬁr-

2AvALNAND

=

pemerintah
berbunyi : setiap ore ang melakukan eksplorasi tanpa memiliki izin
usaha pertambangan (IUP) atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK)
sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 atau pasal 74 ayat (1) dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun penjara atau denda
paling banyak Rp. 200. 000.000.00, (dua ratus juta rupiah)

Selain kegiatan eksplorasi penampung atau pembeli emas yang tidak

memiliki izin pemurnian atau pun pengolahan perlu diperhatikan juga
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pemberian izin nya, apakah sudah memiliki izin produksi dan pemurnian,

maka dari itu Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan

Batubara mengatur dalam pasal 161 yang berbunyi : setiap orang atau

terhadap kegiatan pertambangan yang telah memiki izin namun tidak
mengindahkan izin yang telah diberikan, didalam Undang-Undang No 4
Tahun 2009 tercantum dalam pasal 151 yang berbunyi : sanksi

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) berupa:
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1. Peringatan tertulis;

2. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau

operasi produksi; dan/atau

3. lzi iZin mbangan (IUP), izin

NN

agar kepolisian dapat melakukan tugas dan kewajibannya serta dengan
adanya kerja sama dari masyarakat kepolisian dapat dengan mudah
berbaur dengan masyarakat dan dengan mudah mendapatkan informasi

serta pemasalahan yang ada ditengah masyarakat
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Pengertian lain sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 1
Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang polri, Kepolisian adalah segala
hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Istilah.kepolisian didalam Undang-Undang
ini mengandung 2 (dua) pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.
Jika mencermati dari. pengertian  fungsi . polisi sebagaimana disebutkan
dalam pasal 2 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tersebut fungsi kepolisian
sebagai- salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan
keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung
pengayom dan pelayanan kepada masyarakat (Sadjijono, 2008, p. 52).

Dibentuknya lembaga kepolisian adalah bentuk cita-cita hukum
karena dengan adanya kepolisian dapat memberikan rasa aman kepada
masyarakat, disamping memberikan rasa aman kepolisian juga merupakan
perpanjangan tangan pemerintah dalam mewujudkan penegakan hukum
serta memberikan pengayoman, pelayanan, dan perlindungan sebagaimana
tugas kepolisian, itu sendiri.Kehadiran kepolisian hendaknya jangan
menjadi ketakutan bagi masyarakat, karena arogansi kepolisian terkadang
membuat masyarakat takut, untuk itu kepolisian sebagai aparat penegak
hukum harus benar-benar dirasakan keberadaannya ditengah masyarakat,
dengan bergaulnya kepolisian dengan masyarakat akan memberikan sisi
positif bagi masyarakat dan juga akan memberikan rasa segan masyarakat

untuk melakukan perbuatan hukum (Sadjijono, 2008, p. 53).
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a. Kejaksaan

Berhasil atau tidaknya Penegakan hukum itu tergantung pada

aparatur penegak hukumnya, dalam hal ini kejaksaan. Penguatan kembali

sebaliknya hukum akan buruk jika yang menjalankannya tidak taat dengan
hukum (Maringka, 2017, p. 2).

Menurut B.M. Taverne dalam buku (Maringka, 2017, p. 2)
memperlihatkan bahwa dalam penegakan hukum bukan Undang-Undang
yang menentukan, melainkan sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh

manusianya.
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Secara sosiologis banyak faktor yang mempengaruhi efektifitas

penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok penegakan

hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin yang

Lembaga peradilan memilki peran penting agar terselenggaranya Negara
hukum dan proses demokrasi, terutama dalam masa transisi politik. Pada
masa tersebut peradilan merupakan institusi pelaksana konstitusi, jaminan
hak asasi manusia, dan jaminan atas prosedur-prosedur demokratis (Susilo,

2011).
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Kehakiman sebagai lembaga penegak hukum adalah titik akhir dari
penegakan hukum dalam sebuah kasus yang sedang dihadapi seseorang.

Kehakiman sebagai penentu nasib terpidana dituntut mengedepankan

penegakan

hakim dalam

1. kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam
menyelenggarakan peradilan atau fungsi yustisial yang meliputi
kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa dan

kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum
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2. kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin

kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat

suatu keputussan atau ketetapan hukum yang dibuat

menjunjung tinggi nama intasnsi dan betul-betul menegakkan hukum akan
mengedepankan kienginan agar tercapainya penegakan hukum yang
berkeadilan.

Kehakiman adalah lembaga yang selalu disoroti dalam memutuskan
sebuah perkara, bukanya polisi atau kejaksaan yang dimonitor tetapi

hakimlah, karena kehakiman dalam menghadapi atau memutus perkara
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dihadapkan pada dilema yang besar, disamping penegakkan hukumharus
ditegakkan juga hakim memandang sisi baik dan buruk dari setiap putusan

ayang akan diambil, untuk itu hakim akan selalu dituntut netralitas dan
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masyarakat kuansing menggunakan adat istiadat serta bahasa
minangkabau. Kabupaten ini berada dibagian barat daya Provinsi Riau
dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam peta
kabupaten kuantan singingi tercatat di titik koordinat 0 LU — 1 LS dan 101
02 BT — 101 55 BT, dengan luas 7.666,03KM, dengan populasi total

317.935 jiwa, dengan kepadatan penduduk 41,53 jiwa/km, pembagian
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administratif yang terdiri dari 14 kecamatan dan 119 kelurahan |,

kecamatan di antaranya adalah sebagai berikut :

1.Kecamatan Benai

kabupaten kuantan singingi Provinsi Riau. Kabupaten Kuantan Singingi
terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi kira-kira 400 m (meter)
diatas permukaan laut. Dataran tinggi didaerah ini cenderung berangin dan
berbukit dengan kecenderungan 5 — 300 . dataran tinggi berbukit mencapai
ketinggian 400 — 800 m (meter) diatas permukaan laut dan merupakan

bagian dari jajaran bukit barisan. Terdapat 2 (dua) sungai besar yang
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melintasi wilayah kabupaten kuantan singingi yaitu sungai kuantan dan

sungai singingi. Peranan sungai tersebut sangat penting terutama sebagai

sarana transportasi, sumber air bersih, budi daya periana dan dapat

berikut :

Utara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
Selatan Jambi

Barat Kabupaten Sijunjung

Timur Kabupaten Indragiri Hulu
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Setelah dikeluarkanya Undang-Undang No 53 Tahun 1999,

kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten vyaitu,

kabupaten Kuantan singingi dan Kabupaten Indragiri Hulu dengan lIbu

dalam negeri
ri dalam negeri

Ipati dan wakil

131.24.316. tanggal 20 Agustus 2001. Berikut adalah daftar bupati kuantan
singingi sejak pertama berdiri sampai sekarang sebagai berikut

1. Rusdji S. Abrus 1999 — 2001

2. Asrul ja’afar 2001 — 2005

3. Sukarmis 2006 — 2015 (dua periode)

4. Mursini 2016 — sekarang.
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2.Kependudukan
Berdasarkan sensus penduduk jumlah penduduk kabupaten kuantan

singingi adalah sebanyak 291.044 jiwa mayoritas dari mereka adalah

elayu nyato,
ggunag, budi

iliang godang,

ALNaNY

Jisekitar daerah

hagy:

a yang banyak

perdagangan, dan pegawai negeri sipil (Kommaruzaman, 2018).
3.Perhubungan

Untuk membuka keterisolasian dan mengembangkan bagian selatan,
kabupaten ini pada awal tahun fiskal 2000 telah membuat jalan raya untuk

lintas selatan sementara jalan yang lama sepanjang 166,5 km diperbaiki.

Saat ini beberapa kecamatan yang ada dikabupaten ini sudah dilalaui oleh
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berbagai kendaraan. Jalan yang dilalaui adalah 1,998,26 km. Taluk kuantan

sebagai ibu kota kabupaten dilalaui oleh jalur darat trans-sumatra yang

menghubungkan jawa dengan kota lainnya disumatra seperti, padang,

sebagai sumber

an untuk padi

antara lain sapi 17.368 ekor, kerbau 17.132 ekor, ayam, 200.061 ekor, dan
itik 27.442 ekor,. Sedangkan sumber potensial disektor kehutanan, antara
lain produksi hutan terbatas 316.700 ha, hutan konversi 450.00 ha, hutan
lindung 28.000 ha dan hutan margasatwa 136.000 ha. Kabupaten kuantan
singingi memiliki potensial besar dibidang/sektor pertambangan dan energi,

yaitu emas, batu gamping, pasir, sungai, sirtu, mangan dan kaolin, pada
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bidang indrustri yang memilik potensi ekonomi yaitu indrustri minyak

sawit, indrustri, lempengan karet, indrustri perabotan, indrustri pengolahan

makanan tradisional, dan indrustri rumah tangga.

3 antaranya pembangkit
.&a bersih, dan
.- pendapatan

ektor pertanian,

, pacu jalur

cerenti, karena kecamatan cerenti yang terjadi maraknya pertambangan
emas tanpa izin menjadi pemicu dibahasnya permasalahan pertambangan
emaas tanpa izin ini. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten kuantan
singingi yang terletak diantara perbatasan indragiri hulu. Kecamatan cerenti
dengan luas 456km, yang berjumlah 13 (tiga belas) desa dengan jumlah

penduduk berkisar 15.000 lebih penduduk yang tersebar diwilayah
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kecamatan cerenti, adapun desa-desa yang terdapat dikeamatan cerenti

adalah sebagai berikut :

=

Pulau bayur

di kabupaten kuantan singingi. Masyarakat cerenti kebanyakan bekerja
sebagai petani karet, sawit, jagung, padi , wilayah cerenti yang dominan
dialiri perairan juga menjadi sektor yang menjanjikan untuk masyarakat
cerenti, masyarakat cerenti ssebagian besar bekerja sebagai nelayan guna

mencukupi kehidupan sehari-hari.
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Seperti kecamatan lain pada umumnya, kecamatan cerenti juga
mempunyai kepala kecamatan (camat), kantor koramil, kantor kepolisian
sektor kecamatan cerenti, sekolag dasar , sekolah menengah pertama,
sekolah menengah atasyang ada dikecamatan cerenti. Dari 13 kecamatan
yang ada dikecamatan cerenti telah terjadi pemisahan yaitu adanya desa
kampung baru dan kampung haru timur yang 3 tahun yang lalu dipisahkan
karena padatnya jumlah penduduk yang mendiami 2 desa ini, sehinga harus
dipisahkan agar terakomodir dalam pengawasan (Kommaruzaman, 2018).
3.Tinjauan Umum Kepolisian Sektor Kecamatan Cerenti

Kantor kepolisian sektor kecamatan cerenti yang terletak di
pertengahan kecamatan cerenti tepatnya di desa kampung baru yang berdiri
pada tahun 1958. Kantor kapolsek kecamatan cerenti yang berdekatan
dengan kantor pemerintahan kecamatan cerenti diantaranya kantor camat
cerenti, kantol koramil, puskesmas sekolah menengah pertama, sekolah
menengah atas. Menurut, orang yang dituakan dikecamatan cerenti yang
juga merupakan datuk adat kecamatan cerenti yang sudah berumur 70
tahun mengatakan bahwa. dahulunya. kantor kapolsek kecamatan cerenti
adalah dinding papan, seiring berkembang nya zaman kantor kapolsek
cerenti dibangun dengan batubata. Pada awalnya pegawai kepolisian sektor
cerenti tidak banyak hanya beberapa orang saja (windy, 2018).

Dengan berkembang nya zaman petugas kepolisian sektpr
kecamatan cerenti terus bertambah. Berdasarkan hasil wawancara dengan

kepala kepolisian sektor kecamatan cerenti bahwa laporan yang paling
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banyak dari masyarakat setempat yaitu tentang narkoba, pencurian, dan
kasus judi, dalam hal ini kepolisian sebagai penegak hokum khususnya

kepolisian sektor kecamatan cerenti dihadapkan dengan penyakit

tanpa saksni dapat terwujud, penegakan hukum tidak serta merta
memenjarakan pelaku kejahatan, tetapi juga bisa dengan melakukan
pendekatan kepada masyarakat , sehingga dengan adanya keberadaan
kepolisian di tengah-tengah masyarakat dapat mengurangi penyakit

masyarakat yang sering terjadi dikecamatan cerenti (windy, 2018).

63



N ueeyeisndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nenyj wejsy se)

Adanya pembagaian tingkatan/susunan dalam kepolisian adalah
guna untuk membantu kepolisian dalam menjaga kemanan, dan wujud

keberadaan kepolisian ditengah-tengah masyarakat, sebagaimana yang
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guna menjaga stabilitas keamanan keamatan cerenti. Keberadaan polsek
kecamatan cerenti hendaknya memberikan keharmonisan ditengah-tengah

masyarakat (windy, 2018).
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BAB 111

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku

emas tanpa izin diwilayah hukum kepolisian sektor kecamatan cerenti,
dengan jumlah 13 desa, dan memiliki wilayah perairan yang luas, yang
mana dari 13 desa tersebut sebanyak 12 desa melakukan kegiatan

pertambagan emas tanpa izin (PETI) (Toruan, 2019).
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2. Faktor Sarana dan Prasarana
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala kepolisian

sektor kecamatan cerenti pada tanggal 7 Januari 2019, maraknya kegiatan

n emas tanpa

sungai namun

2019).

Selain speedboat petugas juga memerlukan sepeda motor trail di saat
pengejaran pelaku, karena pekerja tambang juga membuka areal tambang
emas di hutan-hutan yang sulit jangkau dengan jalan kaki, kalaupun di
jangkau dengan melakukan jalan kaki akan memakan waktu lama di

perjalanan, jika lama diperjalanan akan ada masyarakat yang melihat dan
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laporan razia akan bocor kepada pekerja tambang, faktor sarana dan

prasarana sangat diperlukan dalam menuntas kegiatan kerja lapangan,

kegiatan pertambangan emas ini adalah kegiatan kerja lapangan yang berat

sektor kecamatan cerenti pada tanggal 7 Januari 2019, mengatakan bahwa
masyarakat enggan untuk memberikan informasi terkait adanya kegiatan
pertambangan emas tanpa izin, karena selain masyarakat itu sendiri
pelakunya juga pekerja tambang adalah saudara/family dari masyarakat
setempat, sehingga informasi sulit didapatkan, ketakutan masyarakat

memberikan informasi karena takut terlibat dalam masalah dan takut
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terancam dan dikucilkan dari desa, bahkan ketika aparat kepolisian sedang
gencar-gencarnya mengadakan operasi razia turun ke lapangan, malahan

yang melakukan kegiatan pertambangan itu sendiri adalah masyarakat

k memberikan
sadari dengan

iskan kekayaan

kegiatan pertambangan emas tanpa izin ini (PETI) (Toruan, 2019).

4.Faktor Kebudayaan

Pergeseran kebudayaan ditengah masyarakat sudah mulai dirasakan
semenjak manusia mengenal barang-barang mewah dan bergaya hidup
mewah, sehingga dengan kemewahan itu masyarakat sering kali lupa

bahwa hal-hal yang harus dijaga malahan dikrobankan demi dapat
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mencapai kehidupan yang mewah dan setara dengan yang lainya, kalau
zaman dahulu orang hidup hanya untuk mencukupi kehidupan hari ini dan
hari esok di cari kembali, tetapi hari ini pikiran manusia tidak lagi
memikirkan kehidupan..hari ini dan.esok tetapi smanusia memikirkan
kehidupan yang berkecukupan setiap hari, dan untuk melengkapi serta
untuk mencapai itu semua mereka -mengorbankan peninggalan yang telah
ditinggalakan oleh nenek moyang terdahulu, tetapi untuk hidup mewah
manusia usik dan manusia hancurkan kekayaan itu, pertambangan emas
tanpa izin di wilayah cerenti (Toruan, 2019).

Kegiatan Pertambangan emas tanpa izin (PETI) ini tidak terjadi
turun temurun melainkan baru sekitar 6 (enam) tahun ini di lakukan, tidak
lain tidak bukan selain ingin mewah dan ingin hidup berlebihan. peralatan
untuk mengambil emas ini juga sudah canggih sehingga memicu manusia
untuk melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin, kalau dahulunya
mengambil emas dengan cara mendulang yang bahanya terbuat dari kayu
sekarang sudah eanggih menggunakan mesin yang membuat lebih mudah
para pekerja melakukan kegiatan pertambangan (Toruan, 2019).
5.Faktor Ekonomi

Kondisi perekonomian yang memprihatinkan adanya ke tidak
seimbangan dan ke tidak stabilan perekonomian yang dihadapi sering kali
membuat kekecewaan pada masyarakat sehingga masyarakat mengalihkan
pikiran untuk bekerja sebagai penambang emas, disamping kondisi banyak

nya pengangguran, perekonomian dan sulitnya mencari pekerjaan karena
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minimnya lapangan pekerjaan masyarakat terpaksa bekerja sebagai

penambang emas, karena bekerja sebagai penambang emas tidak

memerlukan keahlian khusus. Problematika finansial keluarga yang

KAMTIBMAS
januari 2019,

tidak terelakan,

pai pada anak-anak, dari sini kita
dapat menyimpulkan bahwa mereka bekerja bukan mencari
kekayaan/memperkaya diri sendiri melainkan bekerja untuk memenuhi
kebutuhan hari-perhari, anak-anak yang diusia mudanya harusnya sekolah
bahkan sampai berhenti sekolah demi membantu perekonomian keluarga

(Ihsan, 2019).
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6.Faktor Pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan

BHABINKAMTIBMAS kepolisian sektor kecamatan cerenti pada tanggal

Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Cerenti Kabupaten
Kuantan Singingi

Sebelum melakukan wawancara terhadap pihak kepolisian sektor
kecamatan cerenti serta untuk mempermudah penulis dalam merumuskan
permasalahan yang timbul dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku

pertambangan emas tanpa izin diwilayah hukum polsek kecamaan cerenti,
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ISJIAIU

nenyj wejsy se)

penulis meminta kapolsek kecamatan cerenti serta jajaran atas data yang

penulis inginkan.

Tabel 1.3

dapat

\ 17}

2

S A MR
g

masalah kejahatan pertambangan emas tanpa izin diwilayah hukum
kepolisian sektor kecamatan cerenti, yang mana hal ini didasarkan pada
maraknya kegiatan pertambangan emas tanpa izin yang meresahkan

masyarakat cerenti.
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maka penulis mengadakan audiensi/wawancara kepada Kepolisian
sektor kecamatan cerenti untuk menanyakan bagaimana upaya yang

dilakukan oleh jajaran polisi sektor kecamatan cerenti terhadap pelaku

la kepolisian

elakukan razia

nbangan emas tanpa

lengadakan razia

pekerja pelaku pertambangan emas tanpa izin tersebut.

namun kepala kepolisian dengan jelas mengatakan bahwa setiap
kali melakukan razia kepolisian acap kali mengalami kegagalan dalam
operasi ke tempat pertambangan, dikarenakan tidak adanya pekerja yang
bekerja karena sudah ada yang membocorkan kabar berita razia, sehingga

hal ini menjadi pertanyaan bagi pihak kepolisian tentang siapa yang
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membocorkan razia ini, namun secara tidak langsung kepala kepolisian
sektor kecamatan cerenti mengakui bahwa masih rusaknya kesadaran arti

penting nya penegakan hukum pada sistem kepolisian sektor kecamatan

A kepolisian

nangkapan

penangkapan

t untuk tidak

kuantan namun kegiatan pertambangan juga dilakukan di rawa-rawa yang
ada dihutan, itulah yang menjadi penyebab susah nya proses penangkapan
terjadi (Toruan, 2019)

kepala kepolisian sektor kecamatan cerenti juga mengatakan tidak
ada kelonggaran terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin apabila

terjadi penangkapan, kurangnya kerja sama masyarakat dalam masalah ini

74



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

membuat polisi sering kali putus asa dalam proses penangkapan,

masyarakat merupakan salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi

penegakan hukum , maka dari itu diperlukan keberadaan masyarakat

dalam penangkapan, dikatakannya anak buah saya ada yang tidak pandai
berenang sehingga kami hanya membakar dan tidak bisa menangkap,
pekerja nya sudah berenang duluan ketika kami tangkap. Dengan
melakukan pembakaran juga akan membuat pekerja lain berhati-hati lagi
dalam bekerja dan kami berharap ada yang sadar dan berhenti melakukan

kegiatan pertambangan emas tanpa izin tersebut.
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Tabel 1.4

No Jumlah Pompong Tahun Penangkapan | Pembakaran

Tambang

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala kepolisian sektor

kecamatan cerenti pada tanggal 7 Januari 2019, Mengadakan sosialisasi
terhadap bahaya limbah minyak dan sisa merkuri dengan harapan timbul
kesadaran dari masyarakat agar tidak melakukan kegiatan pertambangan
emas tanpa izin (PETI) lagi sehingga tidak perlu lagi ada penangkapan,

pembakaran, dan razia dalam menuntaskan kegiatan pertambangan emas
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tanpa izin (PETI) , Keseriusan kepolisian sektor kecamatan cerenti dalam

mengupayakan agar masyarakat sadar akan bahaya kegiatan Pertambangan

emas tanpa izin (PETI) bukan hanya melakukan razia, penangkapan , dan

Januari 2019, mengatakan bahawa, dari jumlah pompong tambang emas
dan tidak efektifnya upaya-upaya yang di jalankan dalam upaya penegakan
hukum dan upaya memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang
bahaya tambang emas tersebut, maka kepala kepolisian sektor kecamatan
cerenti mengupayakan dengan cara upaya preventif (Pencegahan) dan

upaya refresif (Penindakan) cara itu diharapakan mampu memberikan
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kesadaran bagi para pelaku pekerja kegiatan pertambangan emas tanpa izin
(PETI) (Toruan, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala penindakan
khusus kegiatan pertambangan emas.tanpa izin (PETI) kecamatan cerenti
pada tanggal 8 Januari 2019, disebutkan bahwa dalam upaya penegakan
hukum terhadap pelaku,pertambangan emas tanpa izin diwilayah hukum
polsek kecamatan cerenti kabupaten kuantan singingi, tidak bisa hanya
dengan melakukan penangkapan, razia, dan pembakaran, tetapi perlu
metode yang baru sehingga kegiatan pertambangan emas tanpa izin dapat
berkurang setidaknya, selain upaya razia, penangkapan, dan pembakaran,
upaya lain juga dilakukan oleh kepolisian sektor kecamatan cerenti yaitu
dengan cara upaya preventif (pencegahan) juga dilakukan dengan cara
refresif (Penindakan)-yaitu melakukan upaya penindakan dan penegakan
hukum' terhadap ancaman berupa sanksi yang tegas apabila pelaku
tertangkap dan akan diproses sesuai Undang-Undang yang berlaku ,
karena bahaya dan maraknya kegiatan pertambangan emas tanpa izin
(PETI)  di wilayah “hukum' polisi sektor kecamatan cerenti akan
mengakibatkan terputusnya sendi-sendi kehidupan baik moral masyarakat,
kesehatan, dan terkikisnya harapan generasi mendatang (Oktriadi, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara terakhir penulis dengan kepala
penindakan khusus kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI)
kecamatan cerenti pada tanggal 8 Januari 2019, bahwa upaya penegakan

hukum ini tidak akan dapat dilakukan oleh hanya pihak kepolisian saja,

78



namun masyarakat juga harus aktif dalam melaporkan dan juga ikut
berpartisipasi melakukan pengawasan di wilayah masing, tanpa adanya
kerja sama antara masyarakat dan pihak kepolisian upaya penegakan
hukum terhadap kegiatan_pertambangan emas inivhanya akan berjalan
begini saja tanpa ada kemajuan yang signifikan, melakukan pengawasan
diwilayah-wilayah yang marak melakukan kegiatan pertambangan emas
tanpa izin misalnya pulau-bayur, teluk pauh, sungal prupuk, pesikaian,
sikakak, kompe berangin, tanjung medan, ini adalah daerah-daerah yang
rawan maraknya kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI).

Pemasangan brosur, spanduk, dan selebaran tentang peringatan
bahaya dititik-titik keramaian masyarakat dimana kegiatan pertambangan
emas tanpai zin juga dipasangi hal serupa, ini berguna untuk memberikan
kesadaran bagi masyarakat, dan ini merupakan upaya preventif yang
dilakukan oleh pihak kepolisian sektor kecamatan cerenti, dengan harapan
besar agar masyarakat mengerti bahwa dengan melakukan kegiatan
pertambangan emas tanpa izin akan wmembawa keburukan bagi
perkembangan daerah kecamatan.cerenti kabupaten kuantan singingi
(Oktriadi, 2019).

Harapan besar kepolisian sektor kecamatan cerenti agar masyarakat
setempat yang wilayah perairan nya ditemukan kegiatan pertambangan
emas tanpa izin ( PETI) agar berperan aktif dalam mengiklankan serta
mensosialisasikan tentang bahaya limbah minyak dan merkuri sisa dari

kegiatan pasca tambang yang dapat menyebabkan kerusakan pada
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lingkungan dan kesehatan masyarakat. Tujuan dari iklan layanan yang di
buat oleh masyarakat adalah untuk membangkitkan pengetahuan dan
kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang mereka hadapi.
Yakni kondisi yang dapat.mengancam-keselarasan dan kehidupan umum.
Iklan layanan masyarakat dapat dikampanyekan oleh organisasi profit atau
non profit dengan. .tujuan, =sosSialy s,ekonomis yaitu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat (Oktriadi, 2019).

Selain membuat iklan layanan, program kepolisian sektor kecamatan
cerenti_kepolisian memberdayakan masyarakat yang belum melakukan
kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI) dengan cara membuat
kegiatan'yang bertaraf sosial , dengan melakukan kegiatan program kerja
bagi masyarakat yang tidak memiliki keahlian dalam bekerja apa pun,
karena kebanyakan mereka yang melakukan kegiatan-pertambangan emas
tanpa izin (PETI) adalah mereka yang putus sekolah dan yang tidak
memiliki~ pekerjaan tetap. Itulah penyebab mengapa banyak dari
masyarakat yang bekerja sebagai petambang emas, masyarakat hendaknya
ikut andil dalam “mewujudkan ™ program-program kepolisian sektor
kecamatan cerenti guna untuk berkurangnya kegiatan pertambangan emas
tanpa izin di wilayah hukum polsek kecamatan cerenti kabupaten kuantan
singingi (Oktriadi, 2019).

Hasil wawancara terakhir penulis dengan kepala kepolisian sektor
kecamatan cerenti pada tanggal 7 Januari 2019, mengatakan bahwa

mereka tidak berputus asa dalam menegakan hukum terhadap kegiatan
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pertambangan emas tanpa izin ini karena selain merusak sumber
kehidupan kegiatan pertambangan emas ini juga merupakan perbuatan

melawan hukum karena tidak adana izin operasi dalam kegiatan tersebut,

akan terus membuat
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cerenti untuk
apabila hanya

gagalan dalam
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bhabinkamtibmas diharapkan mampu membuat masyrakat takut dan
mempunyai rasa hormat menghormati dalam melanggar hukum, selain
ditempatkan disetiap desa-desa yang ada dikecamatan cerenti
bhabinkamtibmas juga dapat melakukan kontrol dan patroli keliling
kecamatan supaya keberadaan kepolisian dapat di rasakan oleh masyarakat

(Toruan, 2019).
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BAB IV

PENUTUP

A.Kesimpulan

sebagai pekerja pertambangan emas tentu tidak mau berurusan
dengan hukum sehingga enggan untuk memberian informasi kepada
kepolisian, mental masyarakat yang masih kurang dalam
melaporkan kegiatan pertambangan, Faktor Kebudayaan dimana

terkontaminasinya masyarakat dengan gaya hidup mewah sehingga

bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan duniawi, Faktor Ekonomi,
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faktor perekonomian yang buruk sehingga menyebabkan

masyarakat bekerja sebagai pekerja tambang emas demi untuk

melengkapi kebutuhan keluarga, Faktor Pendidikan, faktor

hukum, disamping habisnya seluruh barang tambang juga
memberikan efek jera kepada masyarakat, Upaya sosialisasi bahaya
limbah minyak dan air yang bercampur merkuri, selain upaya
penindakan kepolisian sektor cerenti juga melakukan sosialisasi
tentang bahaya bagi kesehatan akibat dari kegiatan tambang,

sosialisasi dengan cara memberikan bekal ilmu penngetahuan dan
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dengan cara penempelan iklan dan baliho, brosur di wilayah-
wilayah rawan pekerja tambang emas tanpa izin, Upaya preventif,

yaitu upaya non penal yang juga di aplikasikan oleh kepolisian,

an sektor kecamatan

AN emas yang
hukum yang

cerenti juga

adanya masyarakat kepolisian akan kesulitan dalam mendapatkan
informasi, penindakan, penangkapan, dan penuntuan adalah harga
mati karena dengan jelas mereka sudah melanggar hukum, kemudian
aparat kepolisian jangan terlena dengan metode penangkapan,
pembakaran dan yang lain nya yang dipandang belum menemukan

titik terang dalam penegakan hukum, aparat kepolisian dapat
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mencoba berbagai cara misalnya dengan cara upaya preventif (

pencegahan) non penal, harus lebih di galakkan lagi, setidaknya

dengan mencoba mencegah dan mensosialisasikan masyarakat sadar

kecamatan

lagi dalam
disamping
orasarana juga
Jan menunjang

indonesia.
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